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ABSTRAK 
 
 
 

Judul  : Analisis  Hukum  Mengenai  Penerapan  Ratio   Decidendi   Yang 

     Dikaitkan Dengan  Asas  Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan 

     Mahkamah Agung Nomor 135pk/Pdt/2017). 

Nama  : Sinta Jeana 

NIM  : 217202017 

Kata Kunci : Ratio Decidendi, Kepastian Hukum, Sertifikat. 

Isi Abstrak :  

Kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum bernegara yang memiliki suatu nilai 
yang wajib dipatuhi. Namun dalam mewujudkan kepastian hukum, masyarakat 
dituntut untuk patuh pada peraturan yang terkandung di dalamnya. Perjanjian 
merupakan suatu kehendak di mana terdapat pihak-pihak yang saling mengikatkan 
diri untuk mencapai keinginan yang diperjanjikan. Namun perjanjian harus di landasi 
dengan payung hukum sehingga hal-hal di dalamnya terlindungi. Pasal 1320 
KUHPerdata mengatur para pihak untuk memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian 
yang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif. Apabila syarat-syarat tersebut 
tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat batal demi hukum atau dapat 
dibatalkan. Ratio decidendi merupakan dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil 
keputusan yang merupakan satu kesatuan dengan amar putusan yang bersifat 
mengikat. Majelis Hakim mengeluarkan putusan berdasarkan pertimbangannya, yang 
kemudian menjadi suatu amar putusan. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan 
metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 
studi kasus. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 135PK/Pdt/2017 pada ratio 
decidendi, Hakim menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik 1645/Kelurahan 
Cigelereng dinyatakan cacat hukum, batal dan tidak berkekuatan hukum, karena 
adanya unsur objektif dan unsur subjektif yang tidak terpenuhi. Kepastian hukum 
menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, sehingga 
aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian 
bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Hal itu penting 
dalam nilai identitas hukum itu sendiri yang bertujuan untuk mewujudkan rasa 
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, oleh sebab itu ketidakpastian 
hukum diharapkan tidak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Contents  :  

Legal certainty is the purpose of state law that has a value that must be obeyed. 
However, in realizing legal certainty, the community is required to comply with the 
regulations contained in it. A covenant is a will in which there are parties who bind 
themselves to each other to achieve the promised desire. But the agreement must be 
grounded under the legal umbrella so that the things in it are protected. Article 1320 
of the Civil Code provides for the parties to fulfill the valid conditions of an agreement 
containing objective elements and subjective elements. If these conditions are not met, 
then the agreement that has been made is null and void or can be canceled. Ratio 
decidendi is the basis for the judge's consideration in making decisions which are 
integral to binding judgments. The Panel of Judges issued a judgment based on its 
consideration, which then became a verdict. In this study, the author used normative 
juridical methods with a statutory approach and a case study approach. In the 
Supreme Court Decision No. 135PK/Pdt/2017 on the ratio decidendi, the Judge stated 
that the Certificate of Property Rights 1645/Kelurahan Cigelereng was declared 
legally defective, void and not legally valid, due to the existence of objective elements 
and subjective elements that were not met. Legal certainty requires legal regulating 
efforts in legislation, so that these rules have juridical aspects that can guarantee 
certainty that the law functions as a regulation that must be obeyed. This is important 
in the value of legal identity itself which aims to realize a sense of justice, legal 
certainty and social expediency, therefore legal uncertainty is expected not to occur 
in social life. 
 

 


